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	Penelitian ini mengkaji dinamika integrasi hukum di Indonesia dalam konteks pluralisme hukum yang mencakup hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. Dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR), kajian ini menganalisis berbagai pendekatan, keberhasilan, dan tantangan dalam proses integrasi hukum nasional berdasarkan literatur yang terbit antara tahun 2000 hingga 2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi hukum telah berkembang dalam berbagai aspek, seperti pengakuan terhadap hukum adat dalam perundang-undangan dan penguatan hukum Islam di sektor ekonomi dan keluarga. Namun demikian, tantangan seperti tumpang tindih norma hukum, konflik yurisdiksi, dan resistensi lokal masih menjadi hambatan serius. Kajian ini memberikan kontribusi teoretis melalui penyusunan peta konseptual integrasi hukum di Indonesia dan membandingkan praktiknya dengan negara multikultural lain seperti Malaysia dan Afrika Selatan. Rekomendasi utama penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner dan partisipatif dalam reformasi hukum, pengembangan pendidikan hukum multikultural, serta perlunya kajian empirik lanjutan di tingkat lokal untuk mendukung pembangunan sistem hukum nasional yang inklusif dan kontekstual.
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1. PENDAHULUAN
Indonesia memiliki sejarah hukum yang kompleks dan beragam, yang terbentuk dari perpaduan antara sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum warisan kolonial Belanda. Keberagaman ini menciptakan tantangan tersendiri dalam membangun sistem hukum nasional yang terpadu dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hukum adat, yang bersifat lokal dan berbasis komunitas, masih memiliki pengaruh kuat di banyak wilayah, terutama dalam penyelesaian sengketa tanah dan warisan. Di sisi lain, hukum Islam berkembang dalam aspek kehidupan keluarga dan ekonomi syariah, sementara sistem hukum kolonial yang terlembagakan melalui KUHP dan KUHPerdata masih menjadi pilar dalam praktik hukum positif (Fitriani, 2021). Upaya integrasi ketiga sistem hukum ini ke dalam satu sistem hukum nasional menuntut pendekatan multidimensi yang mencakup harmonisasi normatif, pendekatan sosio-legal, serta politik hukum yang inklusif.
Rumusan masalah utama dalam konteks ini adalah bagaimana pendekatan yang digunakan dalam integrasi sistem hukum di Indonesia, serta tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi dalam proses tersebut. Pendekatan yang lazim digunakan meliputi rekodifikasi hukum nasional, pengakuan terhadap pluralisme hukum secara terbatas, serta reformasi kelembagaan dan pendidikan hukum. Namun demikian, integrasi ini menghadapi tantangan serius, seperti resistensi budaya hukum lokal, lemahnya koordinasi antar-lembaga, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi (Harahap & Siregar, 2020).
Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengkaji literatur secara sistematis mengenai berbagai pendekatan yang telah dilakukan dalam rangka integrasi hukum di Indonesia, mengidentifikasi keberhasilan yang telah dicapai, serta menganalisis hambatan-hambatan utama yang dihadapi. Kajian ini juga bermaksud memberikan telaah kritis terhadap dinamika integrasi hukum dalam konteks otonomi daerah dan demokratisasi hukum.
Signifikansi kajian ini tidak hanya bersifat akademik dalam memperkaya diskursus teori hukum tentang pluralisme dan integrasi, tetapi juga bersifat praktis dalam memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih kontekstual dan berkeadilan. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada pembangunan sistem hukum nasional yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga legitimate secara sosial dan budaya (Rachmadsyah, 2022; Ma’ruf et al., 2023; Suryani & Utomo, 2024).
2. METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) sebagai desain utama untuk mengkaji pendekatan, keberhasilan, dan tantangan dalam integrasi sistem hukum di Indonesia. SLR dipilih karena mampu menyediakan analisis yang terstruktur, transparan, dan dapat direplikasi terhadap literatur yang relevan, sehingga menghasilkan sintesis pengetahuan yang komprehensif dan mendalam (Riyanto & Handayani, 2021). Kriteria inklusi dalam kajian ini mencakup artikel ilmiah yang diterbitkan dalam rentang waktu tahun 2000 hingga 2025, yang secara eksplisit membahas topik integrasi hukum dalam konteks Indonesia. Artikel yang dimasukkan dapat berasal dari berbagai disiplin hukum, selama membahas aspek integratif antara hukum adat, Islam, dan hukum nasional. Sebaliknya, artikel yang hanya menyoroti aspek hukum sektoral tanpa relevansi terhadap integrasi sistem hukum akan dikeluarkan dari analisis.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai basis data ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, DOAJ, dan Garuda, guna memastikan cakupan data yang luas dan multidisipliner. Proses seleksi literatur dilakukan melalui empat tahapan utama yaitu: identifikasi, di mana seluruh dokumen yang relevan dikumpulkan; skrining, untuk menyaring dokumen berdasarkan judul dan abstrak; penilaian kelayakan (eligibility), dengan menelaah isi artikel secara mendalam; dan inklusi, yaitu tahap akhir seleksi artikel yang akan dianalisis lebih lanjut (Putri & Santoso, 2022). Tahapan ini mengikuti kerangka PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) guna memastikan kualitas dan transparansi proses seleksi data (Amalia & Kurniawan, 2023).
Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan teknik coding tematik dan pendekatan naratif untuk mengelompokkan temuan dari berbagai studi ke dalam tema-tema utama seperti pendekatan integrasi hukum, bentuk keberhasilan, serta hambatan yang muncul. Pendekatan tematik memungkinkan peneliti menangkap pola-pola berulang dan mengembangkan interpretasi konseptual dari hasil studi terdahulu (Wulandari & Hakim, 2021). Dengan metode ini, hasil kajian tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitis, memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum dan formulasi kebijakan integrasi hukum nasional di masa depan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran hukum adat dalam sistem hukum nasional
Salah satu temuan penting dalam sintesis literatur ini adalah pengakuan dan peran hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Meskipun secara historis hukum adat pernah mengalami marginalisasi pada masa kolonial dan awal kemerdekaan, dalam beberapa dekade terakhir negara mulai memberikan ruang lebih besar bagi eksistensinya. Hal ini terlihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakui eksistensi dan fungsi hukum adat dalam kerangka hukum nasional. Misalnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit mengakui keberadaan desa adat atau desa hukum adat sebagai entitas yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai tradisional yang diakui masyarakat lokal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga membuka ruang bagi pengakuan hak ulayat masyarakat adat atas tanah, sepanjang keberadaannya diakui secara nyata oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Arifin & Maulana, 2021).
Namun, meskipun pengakuan secara yuridis semakin menguat, dalam praktiknya implementasi hukum adat masih menghadapi tantangan serius, seperti ketidaksinkronan kebijakan antara pusat dan daerah, lemahnya kapasitas kelembagaan masyarakat adat, serta tumpang tindih dengan hukum negara dan kepentingan investasi (Susanti & Hamzah, 2023). Beberapa studi juga mencatat bahwa keberadaan hukum adat cenderung diposisikan secara subordinatif dalam sistem hukum nasional, hanya diberlakukan secara selektif, dan seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang cukup dalam konflik agraria atau sumber daya alam (Widodo & Ramli, 2020). Meskipun demikian, semakin banyak pendekatan reformasi hukum yang mendorong integrasi hukum adat sebagai bentuk pluralisme hukum yang konstruktif dan kontekstual dengan realitas sosial Indonesia.

Integrasi hukum Islam dalam sektor ekonomi dan keluarga
Integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia paling menonjol terlihat dalam sektor ekonomi dan hukum keluarga. Dalam bidang ekonomi, pengembangan sistem ekonomi syariah telah menjadi kebijakan strategis nasional, tercermin dalam pembentukan berbagai regulasi dan institusi yang mendukung prinsip-prinsip muamalah Islam. Kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta penguatan kelembagaan seperti Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menunjukkan bahwa hukum Islam telah diintegrasikan dalam kerangka hukum positif negara dan diakui sebagai pilar penting dalam pengembangan ekonomi nasional (Azizah & Firmansyah, 2021). Selain itu, ekonomi syariah juga diakomodasi melalui regulasi tentang produk halal, zakat, wakaf, dan pasar modal syariah, yang semuanya mengindikasikan sinergi antara norma keislaman dengan sistem hukum negara.
Sementara itu, dalam sektor hukum keluarga, integrasi hukum Islam sangat kuat melalui kewenangan Peradilan Agama, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Peradilan Agama diberi otoritas menangani perkara-perkara seperti pernikahan, warisan, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah bagi umat Islam. Dalam praktiknya, hukum Islam telah menjadi dasar normatif dalam pengaturan pernikahan, perceraian, dan hak-hak keluarga Muslim, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun KHI bukan produk legislasi formal, ia telah menjadi rujukan yuridis utama dalam penyelesaian sengketa keluarga Muslim di pengadilan (Maulida & Syahrin, 2022).
Namun demikian, integrasi hukum Islam tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah ketegangan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai hak asasi manusia universal, terutama dalam isu poligami, pembagian waris, dan peran gender dalam rumah tangga. Selain itu, perbedaan penafsiran antarmazhab juga memengaruhi konsistensi penerapan hukum Islam di tingkat yudisial (Rohman & Nursyahbani, 2023). Meskipun demikian, keberadaan hukum Islam dalam sektor ekonomi dan keluarga telah membuktikan bahwa integrasi dapat berjalan dinamis selama ada mekanisme harmonisasi dan penghormatan terhadap pluralitas dalam masyarakat hukum Indonesia.

Reformasi hukum nasional pasca-reformasi
Pasca-reformasi 1998, Indonesia memasuki era baru dalam pembangunan hukum nasional yang ditandai oleh upaya sistematis untuk mereformasi sistem hukum warisan kolonial. Salah satu tonggak penting dalam reformasi ini adalah kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional, yang berhasil disahkan pada akhir tahun 2022 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kodifikasi ini menggantikan KUHP lama yang merupakan produk kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht) dan telah lama dinilai tidak lagi relevan dengan konteks sosial, budaya, dan politik Indonesia saat ini (Saragih & Maulana, 2023). KUHP baru ini mencerminkan semangat pembaruan hukum nasional dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila, prinsip keadilan restoratif, serta pengakuan terhadap keberagaman norma lokal, termasuk aspek hukum adat dan agama yang hidup di masyarakat.
Selain kodifikasi KUHP, reformasi hukum juga mencakup upaya pembaruan peraturan perundang-undangan secara lebih luas. Ini terlihat dari revisi berbagai undang-undang strategis seperti Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), serta penguatan kelembagaan melalui pembentukan badan-badan hukum seperti BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) dan Komisi Yudisial. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih demokratis, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan global dan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, proses reformasi tidak selalu berjalan mulus. Beberapa produk legislasi pascareformasi, termasuk KUHP baru, menuai kritik dari masyarakat sipil dan akademisi karena dianggap masih memuat pasal-pasal multitafsir dan berpotensi mengekang kebebasan sipil (Wibowo & Prasetyo, 2023).
Meskipun menghadapi tantangan, reformasi hukum nasional menunjukkan komitmen negara untuk membangun sistem hukum yang berdaulat, modern, dan mencerminkan identitas nasional. Proses ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengintegrasikan berbagai sistem hukum yang hidup di Indonesia dalam kerangka hukum nasional yang utuh dan legitimatif (Yuliani & Hasan, 2021).

Tantangan integrasi hukum
Integrasi hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius yang menghambat terwujudnya sistem hukum nasional yang utuh dan harmonis. Salah satu tantangan utama adalah tumpang tindih norma hukum antara hukum nasional, hukum adat, dan hukum Islam. Kondisi ini terjadi karena kurangnya sinkronisasi dalam proses legislasi serta tidak adanya peta hukum yang secara jelas mengatur relasi antar-sistem hukum tersebut. Misalnya, dalam sektor agraria, konflik antara hak ulayat masyarakat adat dan izin konsesi dari negara seringkali tidak terselesaikan secara adil akibat ketiadaan kerangka integratif yang memadai (Fauzan & Ridwan, 2021). Konflik yurisdiksi juga menjadi persoalan mendasar, terutama antara peradilan umum, peradilan agama, dan penyelesaian sengketa adat. Kewenangan yang tumpang tindih ini tidak hanya membingungkan masyarakat pencari keadilan, tetapi juga menimbulkan dualisme hukum dalam praktik (Kusuma & Marwan, 2022).
Selain itu, resistensi lokal menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan dalam upaya integrasi hukum. Di berbagai daerah, terutama yang memiliki kearifan lokal yang kuat, masyarakat menunjukkan penolakan terhadap regulasi nasional yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai adat atau norma keagamaan setempat. Hal ini misalnya terlihat dalam penolakan beberapa komunitas adat terhadap proyek nasional yang mengabaikan prosedur hukum adat dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam (Nuraini & Hakim, 2020). Resistensi ini mencerminkan adanya ketegangan antara pendekatan hukum negara yang bersifat sentralistik dengan realitas sosial yang bersifat plural dan desentralistik. Oleh karena itu, integrasi hukum menuntut pendekatan yang inklusif dan kontekstual agar tidak hanya menekankan pada aspek legal-formal, tetapi juga mengakomodasi keragaman hukum yang hidup dalam masyarakat.
4. PEMBAHASAN
Proses integrasi hukum di Indonesia menunjukkan sejumlah kekuatan, antara lain adanya pengakuan formal terhadap pluralisme hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti pengakuan hukum adat dalam UU Desa dan penguatan peran hukum Islam melalui peradilan agama serta sistem ekonomi syariah. Upaya kodifikasi hukum nasional, seperti pengesahan KUHP baru, juga mencerminkan kemauan politik untuk menyatukan berbagai sumber hukum ke dalam satu sistem yang kohesif (Yuliani & Hasan, 2021). Namun, di sisi lain, proses ini juga memiliki kelemahan struktural, seperti pendekatan top-down dalam legislasi, tumpang tindih kewenangan antarlembaga hukum, dan minimnya pelibatan masyarakat adat serta kelompok keagamaan dalam proses perumusan hukum. Selain itu, praktik integrasi hukum kerap tidak sensitif terhadap dinamika lokal, sehingga rentan menimbulkan resistensi atau ketidakpatuhan hukum di tingkat akar rumput (Saragih & Maulana, 2023).
Jika dibandingkan dengan praktik di negara multikultural lainnya, seperti Malaysia dan Afrika Selatan, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menciptakan mekanisme institusional yang efektif untuk menjembatani hukum negara dan hukum komunitas. Di Malaysia, misalnya, sistem dualisme hukum antara Syariah dan common law ditopang oleh pembagian yurisdiksi yang jelas dan penguatan institusi Syariah di tingkat negara bagian (Zakaria & Ibrahim, 2020). Sementara itu, Afrika Selatan menerapkan model rekognisi hukum adat dalam kerangka konstitusional yang progresif, yang memberikan ruang bagi hukum adat untuk berfungsi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Mokgoro, 2021). Pembelajaran dari kedua negara ini menunjukkan pentingnya desain kelembagaan dan pendekatan partisipatif dalam mengelola pluralitas hukum.
Namun demikian, kesenjangan dalam literatur masih cukup signifikan, terutama terkait minimnya kajian empirik di tingkat lokal yang mendokumentasikan praktik integrasi hukum secara nyata dalam berbagai konteks sosial dan geografis Indonesia. Banyak studi masih bersifat normatif-konseptual dan belum menggali interaksi antarhukum di lapangan, seperti bagaimana aparat desa, tokoh adat, atau hakim peradilan agama mengelola konflik norma dalam kehidupan sehari-hari (Susanti & Hamzah, 2023). Kekosongan ini menyulitkan evaluasi kebijakan dan pengembangan model integrasi hukum yang responsif terhadap kondisi lokal.
Berdasarkan temuan-temuan tersebut, terdapat implikasi penting bagi pembuat kebijakan, yaitu perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam penyusunan hukum nasional. Pengakuan terhadap hukum adat dan hukum Islam tidak cukup berhenti pada aspek simbolik atau normatif, tetapi harus diikuti dengan mekanisme implementasi, pelibatan komunitas hukum lokal dalam legislasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan yang menjalankan hukum tersebut. Dengan demikian, integrasi hukum tidak hanya menjadi proyek hukum negara, tetapi juga proyek kolektif yang menghargai pluralitas identitas hukum masyarakat Indonesia (Azizah & Firmansyah, 2021).
5.  KESIMPULAN
Hasil kajian menunjukkan bahwa proses integrasi hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, terutama sejak era reformasi, ditandai dengan pengakuan formal terhadap pluralisme hukum dalam regulasi nasional, kodifikasi hukum pidana nasional, serta integrasi hukum Islam dalam bidang ekonomi dan keluarga. Namun demikian, integrasi ini juga menghadapi tantangan yang kompleks, seperti tumpang tindih norma, konflik yurisdiksi antarlembaga, dan resistensi masyarakat terhadap regulasi yang dianggap tidak selaras dengan nilai lokal. Kompleksitas ini memperlihatkan bahwa integrasi hukum tidak sekadar persoalan teknis atau yuridis, tetapi juga menyangkut dinamika sosial, budaya, dan politik yang perlu ditangani secara komprehensif dan sensitif terhadap keragaman. Kontribusi utama kajian ini terletak pada penyusunan peta konseptual integrasi hukum di Indonesia, dengan menyoroti keterkaitan antara teori pluralisme hukum, harmonisasi hukum, dan pembangunan hukum dalam konteks negara multikultural. Kajian ini memperlihatkan bagaimana interaksi antara hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam berlangsung dalam berbagai bidang kehidupan, serta bagaimana pendekatan integratif masih membutuhkan penguatan baik dalam aspek normatif maupun praksis. Selain itu, melalui analisis literatur terkini dan perbandingan dengan praktik di negara lain, kajian ini memberikan dasar teoretis untuk memahami arah dan tantangan reformasi hukum nasional ke depan. Berdasarkan temuan tersebut, kajian merekomendasikan perlunya pendekatan interdisipliner dan partisipatif dalam reformasi hukum, yang tidak hanya melibatkan ahli hukum, tetapi juga antropolog, sosiolog, dan aktor-aktor lokal. Reformasi hukum harus dilakukan melalui dialog yang setara dengan komunitas adat dan keagamaan untuk menghasilkan norma hukum yang legitimate dan kontekstual. Selain itu, penting untuk mengembangkan pendidikan hukum yang bersifat multikultural, agar calon-calon praktisi dan pembuat kebijakan hukum memiliki perspektif yang inklusif terhadap keragaman sistem hukum di Indonesia. Kajian ini juga mendorong adanya penelitian lanjutan yang bersifat empirik, khususnya di tingkat lokal, guna memahami secara lebih konkret bagaimana integrasi hukum berlangsung dalam praktik, termasuk dinamika implementasi hukum adat dan hukum Islam di daerah.
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